
BUPATINGAWI
PROVINSIJAWA TIMUR

PERATURANBUPATI NGAWI
NOMOR \0' TAHUN2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYADAN
GAJI KETIGABELAS KEPADAAPARATURNEGARATABUN 2021

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATINGAWI,

Menimbang : babwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerirna Pensiun, Dan Penerima
Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan
Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ten tang
Pembentukan Daerah-Daerab Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambaban Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisrne (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 1999 Nomor 75, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara
Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambaban
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004
Nomor 66, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

ten tang
Republik

Lembaran
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5887\;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6041);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6057);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6322);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga
Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima
Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6682);
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14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016
Nomor08).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIANTUNJANGANHARI RAYADAN GAJI KETIGA
BELASKEPADAAPARATURNEGARATAHUN2021.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.

3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Pegawai NegeriSipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri

Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.
5. Pegawai Pemerintah dengan PeJjanjian KeIja, yang selanjutnya disingkat

PPPKadalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBDadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang
bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang
dipersamakan.

8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan selaku Kuasa
Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.

9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
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BAB II
PEMBERIANTUNJANGANHARIRAYADANGAJI KETIGABELAS

KEPADAAPARATURNEGARA

Bagian Kesatu
Penerima Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas

Pasal2

(1) Penerima Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari
APBDadalah :
a. PNS dan Calon PNS;
b. PPPK;
c. Bupati dan Wakil Bupati;
d. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
e. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
f. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada pada

instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah.

(2) PNSsebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri;

b. PNS yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah baik di dalam negeri
maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya;

c. PNSpenerima uang tunggu;
d. PNSyang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.

(3) Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai
Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah
yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf f, dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Yang Tidak Menerima Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas

Pasal3

Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas tidak diberikan kepada:

a. PNSyang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; atau
b. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri

maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat
penugasannya.
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Bagian Ketiga
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji KetigaBelas

Pasal4

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK,Bupati, Wakil
Bupati terdiri atas:
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan; dan
d. tunjangan jabatan danl atau tunjangan umum;
sesuai Jabatan danl atau Pangkatnya.

(2) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari
Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan
dan Anggota.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan
administratif Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas bagi:
a. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
b. Pegawai Non-PegawaiAparatur Sipil Negara yang bertugas pada Instansi

Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang
peringkat jabatannya atau gradenya setara.

(4) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi Calon PNSterdiri atas:
a. 80% (delapan puluh persen}dari gaji pokok PNS;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan; dan
d. tunjangan umum;
sesuai jabatannya dan Iatau pangkat golongari/ ruangnya.

PasalS

Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas tidak termasuk:
a. tunjangan kinerja;
b. tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain;
c. tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
d. insentif kinerja;
e. insentif kerja;
f. tunjangan pengelolaan arsip statis;
g. tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangann kompensasi, atau

tunjangan lain yang sejenis;
h. tunjangan pengamanan;
i. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan

kehormatan;
J. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
k. insentif khusus;
1. tunjangan khusus;
m. tunjangan pengabdian;
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n. tunjangan operasi pengamanan;
o. tunjangan selisih penghasilan;
p. tunjangan penghidupan luar negeri;
q. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
r. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Keempat
Waktu Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas

Pasal6

(1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja
sebelum tanggal Hari Raya.

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah
tanggal Hari Raya.

(3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4),untuk 1 (satu) bulan pada bulan April

(4)Gaji KetigaBelas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
(5) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum

dapat dibayarkan, Gaji KetigaBelas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
(6) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya sesuai

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2),
ayat (3) dan ayat (4),untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.

Pasal 7

(1) Tunjangan Hari Raya diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada
bulan April Tahun 2021 dan Gaji Ketiga Belas diberikan sebesar
penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.

(2) Dalam hal penghasilan pada bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena
berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan
selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya dan GajiKetigaBelas.

Pasal8

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan
iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dikenakan pajak penghasilan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung
pemerintah.



- 7-
.'

Bagian Kelima
Penerimaan Lebih Dari Satu Penghasilan

Pasal9

(1) Dalam hal PNS menerima lebih dari satu penghasilan, maka Tunjangan
Hari Raya dan Gaji KetigaBelas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih
besar.

(2) Apabila PNS menerima lebih dari Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib
mengembalikan kepada Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun jandaj duda atau
penerima Tunjangan jandaj duda maka diberikan Tunjangan Hari Raya
dan Gaji KetigaBelas sekaligus Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas
penerima Pensiun jandaj duda atau Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas Penerima Tunjangan janda/ duda.

Bagian Keenam
Mekanisme Pencairan

Pasall0

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud Pasal 6 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
KeIja Perangkat Daerah (DPASKPD)dilaksanakan dengan mekanisme APBD
dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pasall1

Mekanisme Pencairan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas adalah
sebagai berikut:
a. Pengguna AnggaranjKuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM

Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas ke Badan Keuangan;
b. SPM Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dibuat tersendiri dan

terpisah dari SPMgaji bulanan;
c. Jenis SPM, termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau

susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas;
d. Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2Dsetelah SPMditerima.

Pasal12

Dalam hal terdapat sisa dana pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas yang dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran segera menyetorkan sisa dana pembayaran Tunjangan Hari Raya
dan Gaji KetigaBelas ke kasda.

Pasal13

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang
mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran
Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas telah dibayarkan atau belum
dibayarkan.
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BABIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi.
pada tanggal (b ('t~ BoJ-(

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal f, m~f &.op..\ /

SEKRETARlA~TEN NGAWI,

MOKH. SODIQ TRIWIDIY ANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR It;'


